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Dalam situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi penurunan aktivitas perekonomian di Indonesia.
Kegiatan usaha yang semakin rendah berdampak pada keuangan negara yang memungkinkan untuk
terjadinya krisis sistem keuangan. Dengan demikian, dibentuklah UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perppu No.
1 Tahun 2020 tentang K ebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasiona dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(UU 2/2020) sebagai langkah luar biasa untuk menangani krisis sistem keuangan akibat COVID- 19, yang
memuat kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam
rangka penyesuaian dengan kondisi COVID-19. Skrips ini membahas bagai mana kewenangan Bank
Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa K euangan berdasarkan UU 2/2020 dan
implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-
undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kewenangan Bank Indonesia, Lembaga
Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan
diberikan sesuai dengan kedudukan tiap lembaga, dan UU 2/2020 mengakibatkan berbaga perubahan
kewenangan. Saran yang diberikan adalah lembaga terkait perlu untuk memberikan rasionalisasi mengenai
perubahan kewenangan tersebut, serta KSSK untuk menginformasikan indikator kesuksesan dalam
pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan pandemi COVID-19.

...... In COVID-19 pandemic, economic activities in Indonesia has taken a downfall and can lead to a
financial system crisis. Therefore, Law Number 2 of 2020 concerning Perppu Number 1 of 2020 on State
Finance Policy and Financial System Stability for the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
and/or in the Framework of Dealing with Threats Endangering National Economy and/or Financial System
Stability (Law 2/2020) is ratified as an extraordinary step to handle the financial system crisis due to
COVID-19, which includes the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit | nsurance Corporation and
Financial Services Authority in order to adapt to the conditions of COVID-19. This paper discusses the
authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financia Services Authority
according to Law 2/2020 and the implications. This research used normative legal research method with
legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative
approach. From this research it can be concluded that the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit
Insurance Corporation and Financial Services Authority in preventing and handling financial system crisisis
given according to their functions, and Law 2/2020 resulted in various changes in authority. The suggestions
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given are that related institutions need to provide a rationalization regarding the changes of authority, as well
as KSSK needs to inform the indicators of successin preventing and handling financial system crisis due to
COVID-19.



